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Abstract. This research investigates Supreme Court rulings in Indonesia concerning online loans from 2020 to 2024. The 

analysis employs empirical methods with a legal research approach, integrating primary data from Supreme Court 

decisions and secondary data from legal regulations and journal literature. Studied cases encompass civil and 

criminal classifications, emphasizing disputes in divorce cases and violations of information technology laws. 

Bibliometric analysis results highlight the complexity of addressing online loan cases in Indonesia within the contexts 

of justice, and law enforcement. 

Keywords - concerning online, Supreme Court rulings 

 
Abstrak. Penelitian ini menyelidiki putusan Mahkamah Agung Indonesia terkait pinjaman online dari tahun 2020 hingga 

2024. Analisis menggunakan metode empiris dengan pendekatan legal research, menggabungkan data primer berupa 

putusan Mahkamah Agung dan data sekunder dari peraturan hukum serta literatur jurnal. Kasus-kasus yang diteliti 

termasuk dalam klasifikasi perdata dan pidana, dengan penekanan pada sengketa perceraian dan pelanggaran ITE. 

Hasil analisis bibliometrik menunjukkan kompleksitas penanganan kasus pinjaman online di Indonesia dalam konteks 

keadilan, dan penegakan hukum. 

Kata Kunci - pinjaman online, Putusan Mahkamah Agung

I. PENDAHULUAN  

 

Pinjaman online telah menjadi isu yang hangat diperbincangkan di Indonesia. Maraknya pinjaman online 

disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk Keuntungan dari platform digital adalah proses permohonan yang efisien 

dan dapat diakses dengan mudah, serta minimnya persyaratan-persyaratan diperlukan dibandingkan dengan lembaga 

keuangan konvensional. Selain itu, tingginya permintaan akan pinjaman tanpa agunan dan kebutuhan mendesak dalam 

keuangan pribadi juga turut mendorong popularitas pinjaman online. Seiring dengan peningkatan pengguna layanan 

pinjaman online, kasus yang terkait juga semakin meningkat, termasuk masalah gagal bayar, kredit macet dan debitur 
tidak membayar sesuai dengan perjanjian, membayar tetapi diluar kesepakatan, telat membayar. Meskipun demikian, 

pinjaman online sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan regulasi khusus yang mengatur mengenai 

pinjaman online untuk melindungi kreditur dan mengawasi praktik pinjaman online secara lebih ketat.[1] 

Menurut databoks kasus pinjaman online di Indonesia Berikut adalah deskripsi dari informasi yang diberikan 

mengenai pinjaman online (pinjol) di Indonesia berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April 2024: 

Pada April 2024, nilai penyaluran pinjaman online di dalam negeri mencapai Rp21,67 triliun, mengalami penurunan 

sebesar 5% dari bulan sebelumnya yang mencatatkan Rp22,76 triliun. Meskipun demikian, masalah utama yang 

dihadapi adalah tingginya jumlah pengguna pinjol yang mengalami tunggakan atau kredit tidak lancar. Secara spesifik, 

terdapat 2,25 juta entitas pengguna pinjol perseorangan yang mengalami masalah kredit pada April 2024. Dari jumlah 

tersebut, 1,73 juta entitas mengalami kredit tidak lancar dengan total tunggakan mencapai Rp4,1 triliun. Sementara 

itu, 510,9 ribu entitas lainnya tercatat sebagai kredit macet dengan total tunggakan mencapai Rp1,3 triliun.  

Berdasarkan klasifikasi OJK, kredit dikategorikan sebagai tidak lancar jika pembayarannya terlambat antara 
30 hingga 90 hari, sementara dikategorikan sebagai macet jika lebih dari 90 hari. Secara keseluruhan, entitas dengan 

masalah tunggakan ini menyumbang sekitar 13% dari total pengguna pinjol perseorangan di Indonesia. Meskipun 

terdapat peningkatan nilai kredit macet sepanjang kuartal pertama 2024, rasio kredit macet pinjol terhadap total 

pinjaman yang berjalan masih relatif stabil, mencapai 2,9%. Peminjam pria dominan dalam jumlah kredit macet, 

dengan total tunggakan mencapai Rp746,3 miliar, dibandingkan dengan peminjam wanita yang mencatat Rp625,5 

miliar. Secara demografis, kelompok usia 19-34 tahun merupakan yang paling banyak mengalami kredit macet, 

dengan total tunggakan mencapai Rp726,6 miliar pada Maret 2024. Diikuti oleh kelompok usia 35-54 tahun dengan 

tunggakan Rp550,4 miliar, usia di atas 54 tahun sebesar Rp92,6 miliar, dan usia di bawah 19 tahun dengan tunggakan 
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Rp2,2 miliar. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun industri pinjaman online terus tumbuh, 

tantangan terbesar yang dihadapi adalah pengelolaan risiko kredit yang optimal untuk mengurangi tingkat kredit tidak 

lancar dan mempertahankan stabilitas pasar finansial dalam jangka panjang, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Data Penyaluran Pinjol di Indonesia 

 

 

 
 
Sumber: OJK[2] 

 

Dalam praktik utang piutang secara online masyarakat kini tidak perlu mendatangi leasing atau lembaga 

keuangan untuk tujuan mengajukan permohonan utang, membayar angsuran, atau melunasi kewajiban hutangnya, 

namun cukup dengan mengaksesnya melalui mengisi formulir yang disediakan melalui perangkat seperti smartphone, 

baik itu melalui Google Play Store untuk Android dan Apple Store untuk IOS, atau tablet pada tahap-tahap seperti 

permohonan utang atau kredit yang memuat kepribadian calon kreditur yang berhutang, rancangan kewajiban dan 

pemahaman piutang yang berhubungan dengan web.[3] 

Prosedur pengajuan yang cepat, persyaratan yang mudah, dan kemudahan eksekusi, Pinjaman online telah 

menjadi salah satu produk finansial yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia saat ini seperti lembaga keuangan, 

fintech, bank yang lainnya juga menyediakan pelunasan utang-piutang melalui platform digital yang menyediakan 

bantuan online kepada mereka yang membutuhkan.[4] 
Dalam melakukan transaksi utang piutang secara online ini, kreditur dan debitur harus memahami keabsahan 

perjanjian utang piutang yang dilakukan secara online sebagaimana perjanjian pada umumnya yang syarat sahnya 

diatur pada peraturan Pasal 1320 KUHPerdata, serta implikasi hukum yang timbul dari sebuah kesepakatan yang sah, 

kesepakatan tersebut menjadi aturan yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan yang diatur dalam 

Pasal 1338 KUHPerdata. Selain itu, pengaturan mengenai transaksi utang piutang online yang diatur pada Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang berisi tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. Selain itu, kreditur juga harus memastikan bahwa perjanjian yang disepakati secara online telah 

memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, seperti adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, penjelasan 

mengenai kewajiban dan hak-hak pihak yang terlibat, serta ketentuan mengenai sanksi atau tindakan yang akan 

diambil jika terjadi wanprestasi.[5] 

Meskipun transaksi online ini memiliki kelebihan seperti efisiensi waktu dan biaya yang lebih murah, namun 
transaksi ini juga membawa risiko yang harus diwaspadai oleh kreditur. Salah satunya adalah risiko terjadinya 

wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Salah satu contoh wanprestasi yaitu terjadinya gagal bayar, bayar utang 
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namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kredit macet, dan lain sebagainya. Dampak dari gagal bayar 

atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yakni Kerugian Finansial merupakan dampak yang paling jelas. Jika 

debitur gagal membayar, kreditur mungkin kehilangan sebagian atau seluruh uang yang  dipinjamkan.[6] 

Beberapa peminjam telah dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan karena dikategorikan sebagai Tingkat 

Wanprestasi (TWP) sebesar 5%. Menurut informasi dari laman OJK, TWP90 adalah tingkat kegagalan atau 

keterlambatan dalam memenuhi kewajiban subsidi selama 90 hari sejak jatuh tempo. Jadi, meskipun perjanjian utang 

dan piutang secara online sangat sederhana dan tanpa objek agunan, masih banyak kasus wanprestasi yang dilakukan 

oleh individu yang berhutang terhadap pemberi pinjaman sebagai pihak yang memberikan kewajiban dan piutang.[7] 

Dalam hukum perdata, Istilah "utang piutang" menggambarkan hubungan antara kedua belah pihak yang di 

mana dari satu pihak mempunyai kewajiban agar melakukan pembayaran (utang) kepada pihak lain yang berhak 

menerima pembayaran tersebut (piutang). Dalam konteks ini, istilah tersebut merujuk pada konsep hubungan 
keuangan di mana terdapat tanggung jawab untuk melunasi utang kepada pihak yang memiliki hak menerima 

pembayaran. Utang adalah kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan piutang 

adalah hak untuk menerima sesuatu dari orang lain. Ini adalah konsep dasar dalam transaksi keuangan dan hukum 

perdata yang mengatur kewajiban dan hak antara pihak-pihak dalam suatu kesepakatan. 

Berdasarkan lembaga pengindeks lens.org dengan kata kunci pinjaman online masih kurang ditinjau dari sisi 

Hukum, hal secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Data lens.org Kata kunci Pinjaman Online tahun 2020-2024 

 

 
Disisi lain kondisi penelitian saat ini, yang membahas Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang online 

ditemukan Anisa Uswatun Hasanah dan Sri Maharani Mardiananingrum (2023) pada jurnal of social science research 

dengan judul " Perlindungan Hukum Bagi Kreditur akibat Debitur yang Wanprestasi pada Pinjaman Online Syariah 

(Studi PT Investree Radhika Jaya) " Penelitian mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam 

konteks pinjaman online syariah. Fokus dari penelitian ini adalah pada platform pinjaman online yang beroperasi 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti Investree Syariah, yang menyediakan layanan pinjaman dan pengembalian 

sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, platform tersebut menggunakan kontrak wakalah bi al-ujrah, Dalam hal 

ini, peserta memberi kepercayaan pada perusahaan untuk mengelola uang mereka yakni diberi imbalan dalam bentuk 

yang disebut fee atau ujrah.[8] 

Penelitian kedua oleh Asty Thania Dayanty dan tim (2021) pada UNES Law Riview dengan judul 

"Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Peer To Peer Lending) 
Di Platform Tanifund" Penelitian ini difokuskan pada evaluasi tanggung jawab yang diberi oleh para pihak yang 

terlibat pada pendistribusian fasilitas pinjaman di TaniFund, serta upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada 

para investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian di TaniFund, para penyalur dana yang dianggap 

pemberi pinjaman, sementara yang menyelenggarakan  tidak bertanggung jawab mengenai risiko transaksi 

peminjaman dan pemberian pinjaman sekalipun potensi kerugian bunga yang mungkin timbul akibat kelalaian 

peminjam.[9]  

Penelitian ketiga oleh Olga Sekar Anggun Hamidah dan Wiwin Yulianingsih (2022) pada Jurnal Hukum dan 

Dinamika Masyarakat dengan judul " Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Perjanjian Penyaluran Fasilitas 

Pinjaman Melalui Crowdfunding Yang Wanprestasi " Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan 

memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam 

kesepakatan distribusi fasilitas pinjaman pada platform Tanifund. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa 
perjanjian yang terbentuk melalui platform crowdfunding berbasis pinjaman menciptakan ikatan hukum yang 

signifikan bagi para pihak yang terlibat. [10] 
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Dari adanya kondisi penelitian yang ditemukan belum ada yang meneliti terkait identifikasi kasus dengan 

topik pinjaman online pada kurun waktu 2021-2024 di indonesia. penelitian ini, akan mengupas tuntas beberapa aspek 

penting, di antaranya adalah : pertama, apa saja penyebab kasus dengan topik pinjaman online pada putusan 

Mahkamah Agung? . Kedua, Di Pengadilan mana kasus dengan topik pinjaman online terbanyak pada putusan 

Mahkamah Agung? .[11] 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus terkait pinjaman online yang diputuskan oleh 

Mahkamah Agung (MA) Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020-2024 yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan 

utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi pola kasus serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan MA terkait pinjaman online dalam rentang waktu tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman mendalam terhadap perkembangan hukum di Indonesia terkait pinjaman online, serta 
memberikan kontribusi dalam mengevaluasi kebijakan dan perlindungan hukum bagi para peminjam dan pemberi 

pinjaman dalam konteks digitalisasi layanan keuangan. Sehingga penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan 

menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan pinjaman online dalam putusan Mahkamah Agung di Indonesia 

selama kurun waktu 2020-2024. Manfaat dari penelitian ini sangat penting yakni dengan menganalisis kasus-kasus 

yang ada, artikel ini dapat membantu dalam pemetaan kasus hukum terkait pinjaman online di Indonesia selama 

periode 2020-2024.[12] 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan legal reaserch, data primer yang diperoleh adalah 

dengan mencari data putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dari kurun waktu tahun 2020 – 2024, 

kata kunci yang dilakukan adalah “Pinjaman Online”, “Peer to peer landing”, “Pidana”, “Perdata”, data sekunder yang 

diapakai adalah peraturan hukum, dan literatur jurnal yang diperoleh dari lembaga pengindeks lens.org. data yang 

diperoleh dilakukan analisa berupa Bibliometrik, yakni dengan mengelolah data klasifikasi per tahun yang sesuai kata 

kunci, kemudian diolah secara deskripsi untuk menjawab kasus pinjaman online di Indonesia kurun waktu tahun 2020-

2024. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan contoh kasus Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2021 Nomor 

604/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Putusan Mahkamah Agung Kasus Dengan Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024 

Sejak tahun 2020 hingga 2024, Mahkamah Agung Indonesia telah mengeluarkan beberapa putusan yang 

berpengaruh dalam kasus-kasus yang melibatkan pinjaman online. Beberapa putusan ini memiliki kekuatan hukum 

tetap dan mempengaruhi regulasi serta praktik pinjaman online di Indonesia secara signifikan. Pertama-tama, 

Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa prinsip hukum yang penting terkait dengan pinjaman online. Salah 

satunya adalah kewajiban perusahaan pinjaman online untuk mematuhi ketentuan perlindungan debitur yang ada. 

Putusan ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada debitur potensial 

mengenai suku bunga, biaya administrasi, dan syarat-syarat lainnya. Selain itu, dalam beberapa kasus, Mahkamah 
Agung juga telah menegaskan bahwa praktik penagihan yang agresif atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat 

dikenakan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk melindungi debitur dari praktik penagihan yang tidak etis atau 

melanggar hak-hak mereka.[13] Hal secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Putusan Mahkamah Agung Kasus Dengan Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024 

No Klasifikasi Jumlah Kasus 

Regis 

Jumlah Kasus 

Putus 

Jumlah 

Putusan  

 

1 2020 4 4 4  

2 2021 11 9 9  

3 2022 3 3 3  
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4 2023 0 0 0  

5 2024 2 2 2  

 

  Putusan Mahkamah Agung terkait kasus dengan pinjaman online dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. 

Pada tahun 2020, terdapat total 4 kasus yang didaftarkan (registrasi), dan dari 4 kasus tersebut, semua telah diputuskan 

oleh Mahkamah Agung. Tahun 2021 mencatat peningkatan jumlah kasus yang didaftarkan menjadi 11 kasus. Dari 11 

kasus tersebut, 9 di antaranya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2022, jumlah kasus yang 

didaftarkan kembali menurun menjadi 3 kasus. Semua 3 kasus ini juga telah diputuskan. Selama tahun 2023, tidak 
ada kasus baru yang didaftarkan, sehingga tidak ada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk tahun 

tersebut. Pada tahun 2024, tercatat 2 kasus baru yang didaftarkan, dan keduanya telah diputuskan. Secara keseluruhan, 

dari tahun 2020 hingga 2024, Mahkamah Agung telah memproses sejumlah kasus terkait pinjaman online dengan total 

20 kasus yang didaftarkan dan 18 putusan yang dikeluarkan. 

 

B. Analisis Klasifikasi Kasus Putusan Mahkamah Agung yang Terlibat dalam Pinjaman Online Kurun Waktu 

2020-2024 

Analisis klasifikasi kasus putusan Mahkamah Agung terkait pinjaman online dalam rentang waktu 2020-2024 

mencerminkan variasi yang signifikan dalam jenis kasus yang dibawa ke pengadilan. Dalam kategori perceraian, 

terjadi peningkatan kasus yang melibatkan konflik atas tanggungan hutang antara pasangan yang bercerai terkait 

pinjaman online yang diambil selama pernikahan. Sementara itu, dalam kategori perdata, Mahkamah Agung 

menghadapi tantangan dalam menangani sengketa antara pemberi pinjaman dan peminjam terkait perselisihan kontrak 
dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum perlindungan konsumen. Kasus perdata agama sering kali 

mempertimbangkan aspek hukum syariah terkait pinjaman online, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip keuangan Islam. [14] 

Di bidang pidana khusus, Mahkamah Agung mengambil peran penting dalam menangani tindak pidana seperti 

penipuan dan pencucian uang yang terkait dengan praktik pinjaman online. Akhirnya, kasus pidana berkaitan dengan 

penyalahgunaan layanan pinjaman online, seperti penipuan atau pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan pemberi 

pinjaman dan peminjam.[15] Analisis ini menunjukkan kompleksitas hukum yang dihadapi oleh Mahkamah Agung 

dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen, penegakan hukum, dan keberlanjutan industri pinjaman 

online di Indonesia. Hal secara rinci dapat dilihat pada tabel 2 

 

Tabel 2. Data Klasifikasi Kasus Putusan Mahkamah Agung yang Terlibat dalam Pinjaman Online Kurun Waktu 

2020-2024 

No Klasifikasi 2020 2021 2022  2023 2024 

1 ITE 1 0 1 0 0 

2 Perceraian 3 7 2 0 2 

3 Perdata 0 1 0 0 0 

4 Perdata Agama 3 7 2 0 2 

5 Pidana Khusus 1 0 1 0 0 
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6 Pidana Umum 0 1 0 0 0 

 

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, Mahkamah Agung menghadapi beberapa kasus terkait pinjaman online 

yang terklasifikasi dalam beberapa kategori hukum utama. Dari data yang tersedia, klasifikasi terbanyak adalah 

perceraian, dengan total 14 kasus selama periode tersebut, diikuti oleh perdata agama dengan 14 kasus juga. Kasus-

kasus ini menggambarkan berbagai aspek hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa terkait pinjaman online. 

Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2021 Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Dpk 

Penggugat Indah Triharyani melawan Tergugat Iyan Yandi dengan duduk perkara berikut Penggugat merasa terbebani 

dengan perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada mereka dan anaknya. Tergugat tampaknya kurang 
peduli terhadap kehidupan rumah tangga, sering tidak jujur dalam masalah keuangan, dan bahkan memiliki banyak 

hutang online (pinjol). Putusan ini memiliki amar sebagai berikut  Dalam persidangan yang berlangsung, Tergugat 

yang telah dipanggil secara resmi tidak hadir. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan 

verstek. Sebagai hasilnya, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Tergugat dari Penggugat. Selain 

itu, Pengadilan juga membebankan biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 kepada Penggugat.  

Kasus perceraian yang melibatkan pinjaman online seringkali berkaitan dengan perselisihan finansial antara 

pasangan yang mempengaruhi keberlanjutan pernikahan. Di sisi lain, kasus perdata agama sering kali terkait dengan 

kewajiban finansial yang terkait dengan pinjaman online dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.[14] 

Pada tingkat yang lebih rendah, kasus-kasus ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan pidana khusus juga 

muncul, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Kedua klasifikasi ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum 

dalam penggunaan teknologi informasi yang berkaitan dengan pinjaman online, yang sering kali melibatkan kejahatan 

seperti penipuan atau penyebaran informasi yang salah. 
 

C. Analisis Pengadilan dalam Memutuskan Kasus dalam Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024 

Analisis pengadilan dalam memutuskan kasus-kasus terkait pinjaman online antara tahun 2020 hingga 2024 

mencatat sejumlah tren dan isu hukum yang signifikan. Secara rinci dapat dilihat dari tabel 3. 

 

Tabel 3. Data Pengadilan dalam Memutuskan Kasus dalam Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024 

No Pengadilan Klasifikasi 

Kasus 

Jumlah Putusan 

1 PN JAKARTA 
UTARA 

ITE  
Pidana 

Khusus 

2 

2 PT BANDUNG Pidana 1 

3 PA MAKASSAR Perceraian 

Perdata 

1 

4 PA BENGKULU Perceraian 

Perdata 

1 

5 PTA BANDUNG 

 

Perceraian 

Perdata 

1 

6 PA GARUT  Perceraian 

Perdata 

1 

7 

 
PA BEKASI Perceraian 

Perdata 

1 

8 PA SURAKARTA Perceraian 

Perdata 

1 
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9 PA MOJOKERTO Perceraian 

Perdata 

1 

10 PA JAMBI Perceraian 

Perdata 

1 

11 PA TANJUNG 
KARANG 

Perceraian 

Perdata 

1 

12 PA MUNGKID Perceraian 

Perdata 

1 

13 PN DEPOK 
 

Perdata 1 

14 PA CIBINONG Perceraian 

Perdata 

1 

15 PA TIGARAKSA Perceraian 

Perdata 

1 

16 PA KAB 
MALANG 

Perceraian 

Perdata 

1 

17 PA DEPOK Perceraian 

Perdata 

1 

 

Dalam rentang waktu 2020-2024, data dari berbagai pengadilan di Indonesia menunjukkan pola keputusan 

kasus dengan topik pinjaman online yang beragam. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menonjol dengan dua putusan 

terkait kejahatan teknologi informasi dan elektronik (ITE), mencerminkan kompleksitas kasus-kasus yang berkaitan 
dengan keamanan dan privasi di era digital saat ini dan pidana khusus dengan contoh kasus sebagai berikut Dalam 

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, terdakwa DEDE SUPARDI bin H. SUPRIADI dinyatakan bersalah 

secara sah dalam melakukan tindak pidana sesuai hukum dengan menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat 

diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman atau pemerasan, sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Diikuti oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang mengeluarkan satu putusan pidana, menunjukkan fokus pada 

penanganan kasus-kasus kriminal di tingkat banding. Di sisi perdata, dominasi kasus perceraian menjadi perhatian 

utama pada berbagai Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di berbagai daerah. Pengadilan Agama Makassar, 

Bengkulu, serta sejumlah pengadilan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menangani masing-masing satu 

kasus perceraian. Hal ini mencerminkan tingginya angka perceraian yang terus menjadi fokus utama dalam ranah 

hukum perdata di berbagai wilayah Indonesia. 
Secara keseluruhan, pengadilan-pengadilan perdata, terutama Pengadilan Agama dan sejumlah Pengadilan 

Negeri, mengambil peran dominan dalam menangani kasus-kasus perceraian, mengindikasikan tantangan sosial yang 

signifikan terkait dengan stabilitas rumah tangga dan masalah-masalah perdata lainnya di masyarakat. Meskipun 

demikian, kasus-kasus ITE juga menunjukkan tren meningkatnya kompleksitas dan kebutuhan untuk keadilan dalam 

bidang teknologi informasi di era digital yang terus berkembang. 

IV. SIMPULAN 

Dari tahun 2020 hingga 2024, Mahkamah Agung Indonesia telah mengeluarkan sejumlah putusan penting 

terkait pinjaman online, menangani berbagai jenis kasus. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan kasus 

dengan topik pijaman online. Kasus perceraian mendominasi dalam klasifikasi hukum perdata, mencerminkan 

sengketa keuangan antara pasangan yang mempengaruhi keberlanjutan pernikahan. Sementara itu, pada Pengadilan 

Negri Jakarta Utara dengan kasus topik pinjaman online terbanyak dengan kasus ITE dan pidana khusus. 
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